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BUPATI BOJONEGORO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR      TAHUN 2026 

 

TENTANG 
 

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH  

KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024-2043 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BOJONEGORO, 

 
Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan 

lingkungan yang sehat untuk memperoleh derajat 
kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional 
warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah selama ini 

belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan 

sampah yang berwawasan lingkungan sehingga 
diperlukan perencanaan pengelolaan sampah sebagai 

pedoman untuk melaksanakan pengelolaan sampah 
secara terpadu dan berkelanjutan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun 
dokumen rencana induk sistem pengelolaan sampah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk 
Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2024-2043;  
 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 

tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7153);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga; 

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2025 Nomor 7); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM 

PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN BOJONEGORO 

TAHUN 2024-2043. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro. 

3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan 

atau/proses alam yang berbentuk padat.  

6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi 

perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.  

7. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah adalah 

rencana induk penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di 

Daerah.  

8. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat 

TPA adalah tempat untuk memproses dan 

mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara 

aman bagi manusia dan lingkungan. 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan 

Sampah yang teratur, terpadu, dan berkelanjutan di Daerah.  

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 

a. meningkatkan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah 

yang efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui sistem 

yang teratur dan terpadu;  

b. menjadikan pedoman dalam penyusunan program dan 

pembiayaan Pengelolaan Sampah; dan 

c. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.  
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Pasal 4 

(1) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah berperan 

sebagai perencanaan penyelenggaraan pengelolaan 

persampahan dalam periode 20 (dua puluh) tahun dari 

tahun 2024 sampai dengan tahun 2043.  

(2) Sistematika Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. bab I mengenai pendahuluan; 

b. bab II mengenai konsep dan kriteria rencana induk; 

c. bab III mengenai deskripsi daerah perencanaan; 

d. bab IV mengenai analisis kondisi pengelolaan sampah; 

e. bab V mengenai kebijakan, strategi, dan rencana 

pengembangan sistem pengelolaan sampah;  

f. bab VI mengenai rencana program pengembangan 

sistem pengelolaan sampah; dan 

g. bab VII mengenai kesimpulan dan rekomendasi. 

(3) Rincian sistematika Rencana Induk Sistem Pengelolaan 

Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal 5 

(1) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat ditinjau kembali 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali atau sesuai 

kebutuhan.  

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan apabila terjadi perubahan Kebijakan dan 

Strategi Pengelolaan Sampah Nasional dan/atau Provinsi 

yang mempengaruhi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan 

Sampah Daerah. 

 

Pasal 6  

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Rencana Induk Sistem 

Pengelolaan Sampah bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.  

 

  Ditetapkan di Bojonegoro 

pada tanggal 

BUPATI BOJONEGORO, 

 

 

 

SETYO WAHONO 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 

  NOMOR       TAHUN 2026 

  TENTANG RENCANA INDUK SISTEM 

PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN 

BOJONEGORO TAHUN 2024-2043. 

 

SISTEMATIKA RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH  

KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024-2043 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1 MAKSUD 

1.2.2 TUJUAN 

1.2.3 SASARAN 

1.3 RUANG LINGKUP 

1.3.1 RUANG LINGKUP WILAYAH 

1.3.2 RUANG LINGKUP KEGIATAN 

1.4 JENIS RENCANA INDUK 

1.5 KEDUDUKAN RENCANA INDUK 

1.6 LANDASAN HUKUM DAN STANDAR TEKNIS 

1.7 KELUARAN 

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

BAB II  

KONSEP DAN KRITERIA RENCANA INDUK 

 

2.1 DEFINISI SAMPAH 

2.2 SUMBER DAN JENIS SAMPAH 

2.3 KARAKTERISTIK SAMPAH 

2.4 TIMBULAN SAMPAH 

2.4.1 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PRODUKSI 

SAMPAH/TIMBULAN SAMPAH 

2.4.2 BESAR TIMBULAN SAMPAH 

2.4.3 SATUAN UNTUK TIMBULAN SAMPAH 

2.5 SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH 

2.5.1 ASAS PENGELOLAAN SAMPAH 

2.5.2 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH 

PERKOTAAN 
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2.6 DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH 

2.6.1 ASPEK TEKNIK OPERASIONAL 

2.6.2 ASPEK KELEMBAGAAN 

2.6.3 ASPEK PERATURAN/HUKUM 

2.6.4 ASPEK PEMBIAYAAN/KEUANGAN 

2.6.5 ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT 

2.7 TINJAUAN STUDI EKSISTING YANG RELEVAN 

2.7.1 ARAHAN RTRW 2021 – 2041 

2.7.2 LAPORAN ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA) 

KABUPATEN BOJONEGORO 

2.8 PERIODE PERENCANAAN 

2.9 METODOLOGI 

2.9.1 SURVEI DAN PENGKAJIAN WILAYAH STUDI DAN WILAYAH 

PELAYANAN 

2.9.2 SURVEI DAN PENGKAJIAN SUMBER TIMBULAN, KOMPOSISI, DAN 

KARAKTERISTIK SAMPAH 

2.9.3 SURVEI DAN PENGKAJIAN DEMOGRAFI DAN KETATAKOTAAN 

2.9.4 SURVEI DAN PENGKAJIAN BIAYA, SUMBER PENDANAAN DAN 

KEUANGAN 

2.10 ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH 

 

BAB III  

DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN 

 

3.1 WILAYAH PERENCANAAN 

3.2 ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN (RTRW) 

3.2.1 STRATEGI PENATAAN RUANG 

3.2.2 ARAH PENGEMBANGAN TATA RUANG 

3.3 KONDISI FISIK WILAYAH 

3.3.1 BATAS ADMINISTRASI 

3.3.2 LETAK GEOGRAFIS 

3.3.3 HIDROLOGI 

3.3.4 TOPOGRAFI 

3.3.5 GEOLOGI 

3.3.6 KLIMATOLOGI 

3.3.7 RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 

3.3.8 JARINGAN JALAN 

3.4 KONDISI SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA, DAN KESEHATAN MASYARAKAT  

3.4.1 KONDISI KEPENDUDUKAN 

3.4.2 KONDISI SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA 

3.4.3 KONDISI KESEHATAN MASYARAKAT 

 

3.5 KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN SAMPAH 

3.5.1 SUMBER SAMPAH 

3.5.2 TIMBULAN, KOMPOSISI, DAN KARAKTERISTIK SAMPAH  

3.5.3 SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH 

3.5.4 DAERAH RAWAN PERSAMPAHAN 
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BAB IV  

ANALISIS KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH 

 

4.1 PERMASALAHAN SISTEM YANG DIHADAPI  

4.1.1 SUB SISTEM PENGATURAN 

4.1.2 SUB SISTEM KELEMBAGAAN 

4.1.3 SUB SISTEM KEUANGAN 

4.1.4 SUB SISTEM PERAN SERTA MASYARAKAT/SWASTA/PERGURUAN 

TINGGI 

4.1.5 SUB SISTEM TEKNIS TEKNOLOGIS 

4.2 PENELAAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH 

KABUPATEN BOJONEGORO 

4.3 PENELAAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN 

HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO 

4.4 PENELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

4.5 ANALISIS SWOT 

 

BAB V  

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN RENCANA PENGEMBANGAN  

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH 

 

5.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN 

SAMPAH 

5.1.1 VISI DAN MISI 

5.1.2 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH 

5.1.3 STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH 

5.2 RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH 

5.2.1 TEKNIS-TEKNOLOGIS 

5.2.2 PENGATURAN 

5.2.3 KELEMBAGAAN 

5.2.4 PEMBIAYAAN 

5.2.5 PERAN SERTA MASYARAKAT/SWASTA/PERGURUAN TINGGI 

 

BAB VI  

RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN  

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH 

 

6.1 TAHAPAN DAN PRIORITAS PROGRAM 

6.2 PENTAHAPAN PENGEMBANGAN WILAYAH 

6.2.1 TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK 

6.2.2 KLASIFIKASI WILAYAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN 

6.2.3 KATEGORI KAWASAN KUMUH 

6.2.4 AREA PELAYANAN PERSAMPAHAN EKSISTING 

6.2.5 TOPOGRAFI / KELERENGAN LAHAN 

6.2.6 ARAHAN RENCANA PENTAHAPAN 
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6.3 RENCANA PROGRAM TEKNIS-TEKNOLOGIS 

6.3.1 PEMILAHAN/PEWADAHAN 

6.3.2 PENGUMPULAN 

6.3.3 PENGANGKUTAN 

6.3.4 PENGOLAHAN 

6.3.5 PEMROSESAN AKHIR 

6.4 RENCANA PROGRAM PENGATURAN 

6.5 RENCANA PROGRAM KELEMBAGAAN 

6.6 RENCANA PROGRAM KEUANGAN 

6.7 RENCANA PROGRAM PERAN SERTA MASYARAKAT/SWASTA/PERGURUAN 

TINGGI 

6.8 MEMORANDUM PROGRAM 

6.9 RENCANA SOSIALISASI DOKUMEN RENCANA INDUK 

6.10 TAHAPAN LEGALISASI RENCANA INDUK 

 

BAB VII  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

7.1 KESIMPULAN 

7.2 REKOMENDASI 

 

BUPATI BOJONEGORO, 

 

 

 

SETYO WAHONO 

 


